
1 1 Indeks kualitas lingkungan hidup

1 Indeks ekonomi hijau daerah 1 Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati

2 Persentase penurunan emisi gas rumah kaca tahunan (%)

3 Persentase penurunan emisi gas rumah kaca akumulatif (%)

4 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
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1

1 1 Persentase Limbah B3 yang Terkelola

2 2 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)
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3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Meningkatnya Pengakuan 

MHA dan Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA yang terkait 

dengan PPLH

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

1 Jumlah Rekomendasi dan/atau 

Persetujuan teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat Kelayakan 

0perasi yang Diberikan

Kepala Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Penanganan 

Sampah di TPA/TPST Regional yang 

Dilaksanakan

1

2 Jumlah dokumen kebijakan dan 

strategi daerah pengelolaan sampah 

provinsi yang disusun dan 

ditetapkan

Pemberian Penghargaan 

Lingkungan Hidup Tingkat 

Daerah Masyarakat

5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD

4

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1

Kepala Bidang Tata Lingkungan

Meningkatnya penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah 

B3)

Meningkatnya tata kelola persampahan

Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau 

kegiatan terhadap persetujuan 

lingkungan yang diterbitkan

Meningkatnya penyelesaian 

sengketa/kasus tindak pidana lingkungan 

hidup

Sasaran Perjanjian Kinerja / 

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja 

Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja 

Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja 

Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja 

Pegawai

Jabatan Fungsional

Persentase 

Rekomendasi Kajian 

Lingkungan Hidup yang 

ditindaklanjuti

1 Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Udara2

Kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup dan Kepala 

UPT.

1 Jumlah Laporan 

Sosialisasi Informasi 

Pencemaran dan/ atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup pada 

Masyarakat lintas 

Kabupaten/ Kota yang 

Dilaksanakan

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya Pemulihan 

Pencemaran dan / atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup

1 Luas area yang 

dilakukan rehabilitasi 

lintas Kabupaten/Kota 

yang menjadi 

kewenangan provinsi

Jabatan Fungsional

9 Jumlah peralatan 

pemantau kualitas  

lingkungan di Provinsi 

dalam rangka 

pencegahan dan 

sebagai peringatan dini 

pencemaran 

lingkungan

Jabatan Fungsional

Meningkatnya upaya 

pencegahan pencemaran 

dan/ atau kerusakan 

lingkungan hidup

Tersusunnya Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (RPPLH) Provinsi

12 Jumlah laporan hasil 

monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

Pencegahan 

Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap 

Media Tanah, Air, 

Udara, Laut dan Lahan

11 Jumlah pengujian yang 

dilaksanakan oleh 

laboratorium 

lingkungan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya upaya 

penanggulangan pencemaran 

dan / atau kerusakan 

lingkungan hidup

Peningkatan Pelayanan BLUD

Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

UPTD

13 Jumlah dokumen 

kebijakan terkait 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkugan 

Hidup sesuai dengan 

kewenangannya
Meningkatnya upaya pemeliharaan barang milik daerah

1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

3 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

Meningkatnya ketertiban administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kinerja Pegawai

4 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kinerja Pegawai

10 Jumlah peralatan 

pemantau kualitas 

lingkungan di Provinsi 

yang dilakukan 

pemeliharaan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kinerja Pegawai

Terlaksananya pengadaan barang milik daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang disediakan

Jumlah Unit  Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

4 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

7 Jumlah dokumen data 

inventarisasi GRK dan 

profil emisi GRK

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kinerja Pegawai

8 Jumlah dokumen 

status lingkungan 

hidup daerah yang 

disusun

Meningkatnya ketertiban administrasi umum perangkat daerah

1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

6 Jumlah kegiatan 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

pencegahan 

pencemaran 

Lingkungan Hidup 

terhadap Media Tanah, 

Air, Udara dan Laut 

yang dilaksanakan

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya ketertiban administrasi kepegawaian perangkat daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional

2 Jumlah Dokumen 

Telaahan Kesesuaian 

Kaidah dalam 

Penyusunan KLHS 

Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Jumlah Dokumen 

Kelembagaan MHA, 

Kearifan Lokal, 

Pengetahuan 

Tradisional dan Hak 

MHA terkait dengan 

PPLH yang dilakukan 

pemberdayaan, 

kemitraan, 

pendampingan dan 

penguatan

3

1 Jumlah Dokumen KLHS 

RPJPD/RPJMD Provinsi 

yang Disusun

Jabatan Fungsional

5 Data dan Informasin 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(Indeks Kualitas Air, 

Indeks Kualitas Udara, 

Indeks Kualitas Lahan, 

Indeks Kualitas 

Ekosistem Gambut dan 

Indeks Kualitas Air 

Laut)

Jabatan Fungsional

Kasubbag Keuangan dan Aset

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya ketertiban administrasi barang milik daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jabatan Fungsional Kasubbag Keuangan dan Aset

Jabatan Fungsional

4 Jumlah laporan 

pelaksanaan 

pencegahan 

pencemaran 

Lingkungan Hidup 

terhadap Media Tanah, 

Air, Udara dan Laut 

yang disusun

Sasaran Kinerja Pegawai Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya Kapasitas 

MHA dan Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA yang terkait 

dengan PPLH

9 Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka 

Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

3 Jumlah pelaksanaan 

mitigasi perubahan 

iklim

3 Jumlah pembinaan dan 

pendampingan 

Gerakan Peduli dan 

Berbudaya Lingkungan 

Hidup yang 

dilaksanakan

Jabatan Fungsional

6 Unit taman Kehati 

lainnya yang Dikelola 

Lingkup Kewenangan 

Provinsi
6  Jumlah SDM yang ditingkatkan 

kapasitasnya dalam bidang 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup

Jabatan Fungsional

5 Jumlah PPNS Daerah bidang 

Lingkungan Hidup yang dibentuk 

dan ditingkatkan kapasitasnya

3 Jumlah pembinaan dan 

pemantauan pelaksanaan 

pengumpulan limbah B3 skala 

Provinsi yang dilakukan

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan PD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional

8 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup 

Perangkat Daerah

Sasaran Kinerja Pegawai

Jumlah Sarana Prasarana yang 

disediakan untuk Pengawas 

Lingkungan Hidup, Pengendali 

Dampak Lingkungan dan PPNS 

untuk menunjang Kinerja 

Penegakan Hukum

3 Dokumen RPPLH 

Provinsi yang 

ditetapkan

6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Unit Taman Kehati di 

Luar Kawasan Hutan 

yang Dikelola Lingkup 

Kewenangan Provinsi

2 Jumlah Pengambilan 

Contoh Uji dan 

Pengujian Parameter 

Kualitas Lingkungan 

yang Dilaksanakan Jumlah penerapan sanksi 

administratif yang dikenakan 

kepada penanggung jawab 

usaha/kegiatan yang tidak taat dan 

menjadi kewenangan Provinsi

4 Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Keanekaragaman 

Hayati yang Dikelola

4

3 Jumlah Orang yang 

Meningkat 

Kapasitasnya dalam 

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati 4 Jumlah sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah regional

1

2

Jumlah sampah regional yang 

dikelola

Jumlah lembaga 

pendidikan 

formal/lembaga 

masyarakat/ 

komunitas/ kelompok 

masyarakat yang 

meningkat kapasitas 

dan kompetensinya 

terkait PPLH 6 Jumlah tonase sampah spesifik atau 

pada kondisi khusus yang menjadi 

kewenangan provinsi yang 

ditangani

5

Jumlah dokumen hasil koordinasi, 

sinkronisasi dan pemantauan 

pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota

2 Jumlah dokumen 

RPPMA, RPPMU, 

RPPML, 

RPPEG,RPPKarst yang 

ditetapkan

1 Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi Sinkronisasi 

Inventarisasi GRK dari 

lingkungan hidup yang 

Dilaksanakan

1 Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan 

Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan 

Tradisional dan Hak 

Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan 

Tradisional dan Hak 

MHA terkait dengan 

PPLH

2 Jumlah fasilitasi pemenuhan 

persetujuan teknis Pengumpulan 

Limbah B3 skala Provinsi yang 

terintegrasi dengan persetujuan 

Lingkungan, Surat Kelayakan 

Operasional, dan Perizinan 

Berusaha

1 Jumlah Dokumen 

Telaahan Kebijakan 

yang telah 

Mengakomodir RPPLH 

Provinsi

Jabatan Fungsional

Tersusunnya Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Provinsi

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Kinerja Pegawai

2 Jumlah PPLHD yang ditingkatkan 

kapasitasnya

2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Meningkatnya 

Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Provinsi
1 Jumlah masyarakat / 

lembaga masyarakat / 

dunia usaha / dunia 

pendidikan / 

filantrophi yang dinilai 

kinerjanya dalam 

rangka PPLH

2 Luas RTH yang Dikelola 

Lingkup Kewenangan 

Provinsi
2 Jumlah kasus tindak pidana 

lingkungan hidup (P-21) yang 

merupakan kewenangan Provinsi

3 3 Jumlah pengaduan permasalahan 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup tingkat Provinsi 

yang dikelola ditindaklanjuti / 

ditangani

3 Jumlah PNS yang dibentuk dan 

diangkat menjadi Fungsional PPLHD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

4 Jumlah Badan usaha dan/atau 

kegiatan yang diawasi

Jumlah Masyarakat/ 

Kelompok Masyarakat/ 

Pelaku Usaha/ Kegiatan 

yang Terlibat

Jabatan Fungsional

5

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Kinerja Pegawai Meningkatnya Pembinaan dan 

Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin 

PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengelolaan 

Limbah B3 dengan Pemerintah 

dalam rangka Pengangkutan, 

Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau 

Penimbunan Yang Bukan 

Kewenangan Provinsi Serta 

Pelaksanaan Pengumpulan Limbah 

B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang 

Sesuai Kewenangannya

1 Jumlah sengketa lingkungan hidup 

yang ditangani yang menjadi 

kewenangan Provinsi

Kepala Bidang Tata Lingkungan
Kepala Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup

Sasaran Kinerja PegawaiJumlah  Dokumen  

Rencana  Induk  

Pengelolaan Kehati 

yang Disusun

1

1

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya Penanganan Sampah di 

TPA / TPST Regional

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya pengelolaan 

keanekaragaman hayati 

provinsi
Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 

Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya penyelesaian pengaduan 

masyarakat di bidang PPLH Provinsi

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Meningkatnya efektivitas 

kajian lingkungan untuk 

memitigasi dampak KRP

Menurunnya pencemaran 

dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan 

keanekaragaman hayati

Meningkatnya kapasitas 

MHA dan kearifan lokal, 

pengetahuan tradisional dan 

hak MHA yang terkait 

dengan PPLH

Meningkatnya kapasitas SDM 

bidang lingkungan hidup

Persentase penyelesaian 

sengketa/kasus tingkat pidana 

lingkungan hidup
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah 

Bahan Berbahaya Dan Beracun

Persentase keterlaksanaan

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup

Ketaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

Persentase partisipasi 

masyarakat dalam 

perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup

1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah 

Bahan Berbahaya Dan Beracun

Persentase limbah B3 yang terkelola1 1

Meningkatnya kinerja 

pemangku kepentingan 

dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup

Persentase RTH Persentase MHA yang 

ditingkatkan 

Kapasitasnya

1 Persentase penyuluh 

lingkungan hidup yang 

ditingkatkan 

kompetensinya

1

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Lahan

Sasaran Perjanjian Kinerja / 

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / 

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / 

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / 

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Perjanjian Kinerja / 

Sasaran Kinerja Pegawai

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Lingkungan HidupKepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Renstra 4

Meningkatnya upaya pengendalian dan  pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan
Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3

Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan 

lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indeks Kualitas Air

1
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah Provinsi

1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Berkualitas

Sasaran Renstra 1 Sasaran Renstra 2 Sasaran Renstra 3

Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip 

ekonomi hijau dan ekonomi biru
Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sasaran RPJMD 3 Sasaran RPJMD 16

Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi 

berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru

Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi 

karbon

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Dinas Lingkungan Hidup

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 - 2029

MISI 1 MISI 3

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan pemanfaatan sumber daya alam lokal

Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan

Tujuan RPJMD 2 Tujuan RPJMD 6

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

Tujuan Renstra 1

KEPALA DAERAH

Kinerja Strategis
Daerah

Kinerja Taktikal

Kinerja Urusan/
Sub Urusan

TUJUAN DAN SASARAN 
RPJMD 

DLH PROV. KALTENG

TUJUAN DI RENSTRA DLH

SASARAN DI RENSTRA
ESELON II 

Kinerja Operasional


